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xABSTRAK
Nama : Sitti Khadijah Nur Fajri
NIM : 10500112067
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak
Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri
Sungguminasa)
Skripsi dengan judul Tinjaun Hukum Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di
Pengadilan Negeri Sungguminasa) ini dibuat dengan tujuan untuk: 1) Bagaimanakah
Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Formil Terhadap Putusan Kasus Di
Pengadilan Negeri Sungguminasa)?. 2) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Putusan
Hakim Secara Formil Terhadap Putusan Kasus Di Pengadilan Negeri
Sungguminasa?.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian  deskriptif dimana penelitian ini
menggambarkan secara kualitatif mengenai obyek yang dibicarakan  sesuai kenyataan
yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer
dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data
yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu 1) Mengorganisasi data, baik
yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data tertulis. 2) Proses data dengan
cara memilah-milah data. 3) Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau
menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan. 4) Penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku atau peristiwa terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Sungguminasa
meningkat, sebagaimana tercatat di Pengadilan Negeri Sungguminasa beberapa kasus
kekerasan seksual dialami anak dibawah umur yang belum mengetahui apa-apa, anak
yang masih perlu bimbingan, didikan terhadap orangtua dan keluarga. Anak tersebut
sudah menghadapi masalah yang tidak sewajarnya sebagai anak, anak yang harus
belajar dengan baik, anak yang baru ingin mengetahui baik buruknya suatu kejadian
dan kasus, mereka sudah menghadapinya dimasa dini. Orangtua lebih mewaspadai
anak mereka agar tidak terjadi kedua kali terhadap anak-anak yang masih dibawah
umur. Sebagaimana yang melakukan hal tersebut adalah orang yang sudah dewasa,
sudah mempunyai istri dan anak. Seseorang tersebut tidak memikir panjang dengan
apa yang dia lakukan terhadap anak tersebut yang seharusnya dia menjadikan anak itu
menjadi anaknya sendiri.
xi
Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dan mencegah munculnya
hukum dan dampak sosial dari peristiwa kekerasan terhadap anak dibawah umur
Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan pemerintah setempat lebih berperan aktif
dalam mengatasi terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah
umur. Adapun peran yang diadakan yaitu mengadakan penyuluhan dan bimbingan
setiap desa, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada pihak
yang melakukan kekerasan kejahatan seksual tersebut agar diberikan pelajaran,
bimbingan untuk belajar tentang bagaimana jika hal itu terjadi kepada anak kandung
sendiri. Bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memberikan penyuluhan
terhadap kekerasan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus lebih tegas dalam
mengambil sikap dan dapat meresmikan sebuah peraturan perundang-undangan
tentang pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak
dibawah umur, terutama kepada pelaku yang menelantarkan atau merugikan  pihak
lainnya. Selain itu, sebaiknya pihak aparatur pemerintah lebih aktif  dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kerugian diri sendiri melakukan
hal yang sangat tidak berkeprimanusiaan dan harus lebih aktif melakukan
pendekataan terhadap warga baik yang muslim dan yang non-muslim. Hal ini
hendaknya dilakukan tiap tahunnya agar pemerintah setempat dapat mengetahui
tingkat keberhasilan dari usaha mewujudkan ketertiban kekerasan kejahatan terhadap
anak dibawah umur yang dilihat saat ini. Begitu marak kasus tersebut sehingga,




A. Latar Belakang Masalah
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 [1]). Pengertian Anak Dari
Aspek Agama, Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam
hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses
penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan
agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah
baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya
untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,
anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’lamin dan sebagai
pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang
dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang
diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.1
1 Lesmana Andi, “Definisi Anak”, diakses dari https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/,pada
(Diakses 23 Maret 2016).
2Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang
perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang
dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan
anak. Pengertian anak dalam hukum pidana meliputi yaitu Ketidakmampuan untuk
pertanggung jawaban tindak pidana, Jika dititik pada pasal 45 KUHP maka anak
didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.
Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi,
pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi
pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan
berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.
Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang
menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap
dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di
sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap
anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat
memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan
terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap
sebagai tindak pidana kejahatan. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu
pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak
3pidana tersebut,2 baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak kekerasan
yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur.
Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan
psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh
pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Definisi anak menurut Pasal 1
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Larangan melakukan kekerasan (Penganiayaan) terhadap anak dikemukakan
tentang larangan Islam mengenai perbuatan zina dalam arti yang luas, yaitu meliputi
seluruh perbuatan zina yang ditujukan kepada berbagai pihak. Sebagaimana firman
Allah swt dalam QS Al-Isra`/17:32
              
Artinya :
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
2 Lesmana Andi, “Definisi Anak”, diakses dari https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/,pada
(Diakses 23 Maret 2016).
4Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287
KUHP yang mengatur:
(1) Barang siapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan
istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau
umumya tidak jelas,bahwa belum waktunya untuk  dikawinkan,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur
wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah
satu hal seperti tersebut dalam Pasal  291 dan Pasal 294.
Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur: 3
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain.
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah).
Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem
kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang
digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar
hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup
bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan
sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban. Dalam Pasal 25
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 4
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting
perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
6menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan
menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum
diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan. Selanjutnya
dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam
situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,dan zat adiktif
lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan mental, anak yang memandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran
Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur dapat
ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan
program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-
haknya dalam menentang kekerasan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi
anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Anak yang menjadi korban kekerasan mengalami peningkatan, padahal
undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku dan
pelanggar hak-hak anak lainnya, namun pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak
sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum
7seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban
kekerasan.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah tinjauan hukum
pidana terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban dalam kekerasan seksual
yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, orang disekitarnya dan adapun kasus
tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa.
C. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara
Formil  Terhadap Putusan Kasus Di Pengadilan Negeri
Sungguminasa ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara
Materil Terhadap Putusan Kasus Di Pengadilan Negeri
Sungguminasa ?
8D. Kajian Pustaka
Dalam Judul skripsi Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa) dari hasil
penelusuran yang telah dilakukan maka di temukan beberapa literatur yang menjadi
acuan dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:
1. Buku yang ditulis oleh M.Ghufran H.Kordi K, dengan judul
Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan
Anak). Dalam buku ini memberikan gambaran Kekerasan Fisik,
Nonfisik, dan Seksual terhadap kekerasan yang dialami anak
dibawah umur sebagai korban dalam tindak pidana dan diberikan
sanksi pidana terhadap terdakwa.
2. Buku yang ditulis oleh Andi Hamzah, dengan judul Asas-Asas
Hukum Pidana. Dalam buku ini membahas pengertian hukum
pidana dan teori-teori hukum pidana yang terdapat dalam buku ini
untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi tersebut.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim secara
formil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
92. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim secara
materiil terhadap putusan kasus di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
a. Manfaat Praktis
1. Agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak
merajalela dan hak sebagai anak mendapatkan perlindungan
yang baik.
2. Agar terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap anak
dibawah umur diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur
dalam undang-undang tentang perlindungan anak.
b. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini memberikan masukan pemikiran untuk dijadikan




A. Pengertian Hukum Pidana
Hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang
mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat
pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
memuat dua hal pokok, yaitu:1
a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang
diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan
pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum
dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa
yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan
diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang
dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak
hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan
1 Mr. J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hal. 2-3.
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tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
perbuatan  perbuatan yang merugikannya.2
Pengertian hukum pidana dikemukakan oleh Van Bemmelen secara eksplisit
mengartikan dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.3
Menurutnya, hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana,
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah
mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata
tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Hukum pidana formal bersifat
nyata atau konkret. Secara ideal konsepsional,sebagai syarat objektif dan “kesalahan”
sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”. Pengenaan pidana
bukan sekedar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga
menetapkan apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana; apakah perbuatan itu
melawan hukum atau tidak; apakah orang bersalah atau tidak; dan apakah pidana
yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan.4
Kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, sebagian lagi
bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena
sifatnya yang keras yang melebihi sanksi di bidang hukum lain, berdiri sendiri, dan
2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2012) Hal. 2-3
3 Enscede-Heijder, Beginselen van Strafrecht, 1978; Hal. 17
4 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta,2008) Hal. 2
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kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah
hukum yang telah ada.5 Lebih lanjut dikatakan bahwa ketentuan hukum pidana
memang bersifat publik dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum.
Sekalipun pihak yang dirugikan karena pencurian misalnya tidak melapor
terjadinya tindak pidana, polisi tetap berkewajiban untuk menyidik dan memeriksa
perkara tersebut, dan penuntut umum wajib menuntut perkara tersebut di pengadilan.6
Secara teoritis terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu
bidang hukum itu merupakan hukum publik dan hukum privat. Pertama, kepentingan
hukum yang dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih
berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat
perseorangan, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. Kedua,
kedudukan para pihak di mata hukum (negara). Jika pihak-pihak yang berperkara di
hadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual, hal
demikian disebut sebagai hukum privat. Ketiga, pihak yang mempertahankan
kepentingan. Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya
pelanggaran hukum di hadapan hukum negara adalah perseorangan, maka bidang
hukum yang demikian disebut dengan hukum privat. 7Ketika negara merupakan satu-
satunya pihak yang berhak menentukan mana yang disebut pelanggaran dan mana
yang tidak, maka kedudukan hukum Negara dan aparat penegak hukumnya lebih
5 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta,2008) Hal 3.
6 Philips,A First Book English Law, London: Sweet & Maxweell Ltd, 1960, Hal 218.
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tinggi dibandingkan dengan perseorangan dan korban yang dirugikan secara langsung
akibat perbuatan pelaku.
Teori tentang tujuan hukum pidana memang semakin hari semakin menuju ke
arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana
menunjukkan bahwa retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang
dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-
kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di
belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) yaitu melepaskan
pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan
batil.8
Berkaitan dengan tujuan hukum pidana yang garis besarnya telah disebut di
muka, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut.9
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :
1. Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorion).
2. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien).
3. Teori gabungan (verenigingstheorien).
8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta,2008) Hal. 29
9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta,2008) Hal. 31
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Penjatuhan pidana dengan adanya keharusan memperhatikan dan
membuktikan kesalahan pada diri pelaku mencerminkan bahwa teori sudah
menerapkan ide individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan
resosialisasi pelaku kejahatan. Ide individualisasi pidana memiliki tiga karakter
penting, yaitu, pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi, pidana hanya dapat
dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan pidana harus disesuaikan dengan
karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi
hukum dalam memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modiikasi pidana
dalam pelaksanannya. Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku atas tercelanya tindak
pidana yang dilakukan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya sanksi pidana seperti
pidana mati, pidana penjara, denda, dan sejenisnya. Tetapi juga sanksi tindakan.
Dalam double track system tidak sepenuhnya menggunakan satu di antara dua jenis
sanksi itu. Sistem ini mendapatkan jenis tersebut dalam keadaan setara. Penekanan
pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track
system, sesungguhnya terkait dengan faktor bahwa unsur pencelaan/penderitaan dan
unsur pembinaan sama-sama penting.
Oleh karena itu, dalam bangunan hukum pidana yang akan diterapkan di masa
mendatang (RUU KUHP), aliran klasik yang menjadi dasar bangunan hukum pidana
saat ini dengan kelemahan-kelemahannya tidak diikuti lagi dengan menekankan pada
keseimbangan antara perbuatan dan pelaku (daad-daader strafrecht). 10Ide
10 H.B. Vos, Leerboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950, Hal 10.
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keseimbangan menjadi dasar materi penyusunan RUU KUHP, yang antara lain
mencakup; keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum masyarakat dan
kepentingan individu perseorangan; keseimbangan antara perlindungan kepentingan
pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan lahiriah) dan unsur subjektif
(orang/sikap batin); keseimbangan antara kriteria ormal dan kriteria materiil,
keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan
keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai internasional.
B. Pengertian Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Anak sebagai tunas,
potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial., dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan secara
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan
hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan
yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak
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dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) fase,
yaitu:11
1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan
(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa
perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh,
perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi
anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas
awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai
masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode,
yaitu:
a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7—12 tahun adalah
periode intelektual
b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal
dengan sebutan periode pueral.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang
dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan
11 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta Jakarta,2008) Hal 7.
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adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan
dari anak menjadi orang dewasa.
Dengan melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas, maka pengertian
anak berlaku bagi seorang anak adalah berumur dibawah 18 tahun kebawah sesuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dimana menjelaskan bahwa Definisi
anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Hak
Asasi Manusia. Namun demikian, masalah pokok yang dihadapi sebagian negara
berkembang termasuk Indonesia, yaitu masih banyaknya anak-anak yang harus
memikul tanggung jawab di luar atas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan
sosial, ekonomi, dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi
hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi
menyangkut faktor sosial, ekonomi, dan budaya dari anak di mana dia berada (sesuai
wilayahnya).
Berdasarkan konvensi anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang
menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara
lain:12
a.) Nondiskriminasi (nondisecaraimination). Prinsip ini menegaskan bahwa
hak-hak anak yang termaktub dalam Komite Hak Anak harus
12 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jakarta Timur, 2015)
Hal 29
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diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun.
Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas Hak Asasi
Manusia.
b.) Yang terbak bagi anak (best friend of the child). Prinsip ini
menegaskan bahwadalam semua tindakan yang menyangkut anak,
maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang
utama. 13
c.) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and
development). Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan
perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena
sebagian besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan
dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan
perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan
bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya
harus dijamin.
d.) Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the vies of the child).
Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika
13M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jakarta Timur, 2015)
Hal 30.
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menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu
diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas.
Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiraan dan kehendaknya
sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam
membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan
perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh
anak di dalam perkembangannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak
tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang
masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting
dalam memenuhi hak-hak anak.14
Dengan peratifikasian Konevensi hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesehan Convention On The Rights of The
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia
terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam
Konvensi Hak-Hak Anak.15
14 UN Convention on the Right of the Child: AN Internasional Save the Children Alliance Training
Kit,”Hal. 75
15 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jakarta Timur, 2015)
Hal 13.
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Menurut Erna Sofyan Syukrie, Negara-Negara pihak (yang telah meratifikasi
Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan
harmonisasi hukum:16
a)  Memeriksa dan menganalisis perundang—undangan yang ada dan
yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan
pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
c) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelerasan ketentuan
Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
d)  Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku
tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat, dan
e)  Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan
untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak /
Penyelarasan Konvensi Hak  Anak dengan perundang-undangan
Indonesia.
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, Hak Anak secara umum dapat
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak anak, antara lain:17
16 Erna Sofyan Syukrie, “Pelaksanaan Konvensi Hak—Hak Anak Ditinjau dari Aspek
Hukum,”makalah dalam Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef
dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 1995, hlm. 32.
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a) Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To survival) yaitu hak-hak
untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan
hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang
sebaik-baiknya.
b) Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam
konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi,
tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai
keluarga bagi anak-anak pengungsi.
c) Hak untuk tumbuh kembang (Developement Rights) yaitu hak-hak
anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk
pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan
sosial anak (the rights of standart of living)18
d) Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak
yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views
freely in all matters affecting the child).
17 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jakarta Timur, 2015)
Hal 14.
18 Mohammad JONI DAN Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif
Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 35.
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Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya
mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam
masyarakat luas. Hal ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan
sumbangan peran.
C. Kekerasan Fisik, Non Fisik, dan Seksual Terhadap Anak
Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan/perlakuan
menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual,
penelantaran,eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang
mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak,
kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
Dalam WHO Consultation on Child Abuse Prevention (1999), WHO
membagikekerasan terhadap anak ke dalam lima bentuk, sebagai berikut:19
(1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik atau
potensial anak mengalami cedera. Kekerasan ini dilakukan dalam
bentuk memukul/meninju,menampar, menendang, mendorong,
menggigit, membenturkan, membanting, melempar dengan benda, dan
sebagainya. Korban kekerasan fisik dikenali secara langsung pada fisik
19 M.Ghufran H. Kordi K., Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak)
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015) Hal 92.
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korban seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain
yang kondisinya lebih berat.
(2) Kekeraan psikis atau emosional, yaitu suatu perbuatan terhadap anak
yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan
gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental spiritual, moral,
dan sosial. Kekerasan psikis juga meliputi kegagalan menyediakan
lingkungan yang memadai bagi perkembangan anak, termasuk
ketersediaan seseorang yang menjadi figur,  sehingga anak dapat
berkembang secara stabil dan dengan pencapaian kemampuan sosial
dan emosional yang diharapkan sesuai dengan potensi pribadinya dan
dalam konteks lingkungan. Pelaku kekerasan psikis biasanya
menggunakan kata-kata kasar, mempermalukan anak di depan orang
lain, melontarkan ancaman, menakut-nakuti, mengkambing-hitamkan,
mendiskriminasi, mengejek, dan sebagainya. Anak yang mengalami
pelakuan tersebut biasanya merasa rendah diri, minder, dan merasa
tidak bersalah.20
(3) Kekerasan seksual, yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di
mana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu
memberi persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap
20 M.Ghufran H. Kordi K., Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan
Anak) (Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015) Hal 93
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atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum
atau pantangan masyarakat. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi
seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk
melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak
untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan
(molestatio, fondling), memaksa anak untuk memegang kemaluan
orang lain, hubungan seksial, inses (insect), perkosaan, dan sodomi
(4) Penelantaran anak (child neglect), yaitu kegagalan dalam
menyediakan sesuatu untuk tumbuh kembangnya seorang anak,
seperti kesehatan, pendidikan, nutrisi, rumah, perkembangan
emosional, dan kondisi hidup yang aman, dalam konteks sumber
daya yang layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang
mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan
kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual,
moral, dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah kegagalan dalam
mengawasi dan melindungi secara layak daribahaya atau gangguan.
(5) Eksploitasi anak (child exxploitation), adalah penggunaan anak dalam
pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain, misalnya
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pekerja anak dan prostitusi. Kegiatan ini merusak atau merugikan
perkembangan fisik dan mental anak, merugikan perkembangan
pendidikan, spiritual, emosional, moral, dan sosial anak.21
Kejahatan menunjukkan adanya tolak ukur terhadap suatu perbuatan agar
dapat dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup di
masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma
hukum.
Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan.
Pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran
terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada
hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische
minimum).
Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex
saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam
suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat
yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang
memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak
mengakui sesuatu agama. Orang terdorong mentaati norma-norma kesusilaan, karena
21 M.Ghufran H. Kordi K., Durhaka Kepada Anak (Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak)
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015) Hal. 93
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keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah
atau jasmaniah.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang tergolong
melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik
kesusilaan. 22Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang
dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila
atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-
kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila
karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang
kehidupan sseksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana
kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan  itu telah dilakukan, maupun
ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan
seksualnya.
Penentuan kejahatan kesusilaan harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan
Dalam hukum pidana istilah kejahatan kesusilaan dipersempit pengertiannya menjadi
hal yang menyangkut seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, persetubuhan
dan lain sebagainya.
22 Bemmelen, Mr. J.M. van, Hukum Pidana I, Bandung, Bina Cipta, 1987
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D. Upaya Perlindungan Hukum
Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287
KUHP yang mengatur:
(1) Barang siapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya,
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur
wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas,
bahwa belum waktunya untuk  dikawinkan, diancam dengan pidana
penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita
itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti
tersebut dalam Pasal  291 dan Pasal 294.
Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur: 23
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah)
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
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muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan secara terus-menerus di
upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan
salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas
perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki deraajat atau tingkat yang sama
dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap
orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).
Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja
sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari
berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana
kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh
dalam memasuki kehidupan yang semakin  keras di masa yang akan datang.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan
sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang
kehidupan baik agama, sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan perlindungan anak
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membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum
adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk
perangkat hukum  baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai
suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu: konsep dimana hukum dapat memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Jadi, suatu
perlindungan dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsr
yaitu: adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; jaminan kepastian
hukum; berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi
pihak yang melanggarnya.
E. Kerangka Konseptual
a. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak, Anak adalah setiap orang yang
berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang
berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.13
b. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak mengatakan anak adalah orang yang dalam perkara
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
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c. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.
d. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang ada dalam kandungan.
e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,termasuk anak
yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002).
f. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa,
mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan
negara pada masa yang akan datang. Anak agar kelak mampu memikul
tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan
hak- haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala
bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.14
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g. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002).
h. Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum
yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di
jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.15
i. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi,dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara (pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2002).
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB),anak jalanan
adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja,




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
lapangan, dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini maka sangat perlu untuk
menentukan lokasi penelitian. Penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan
pertimbangan substansi yang tentunya relevan dengan permasalahan yang dibahas
dalam penulisan skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan kulitatif yakni
dengan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dalam penelitian penulisan skripsi
ini.
C. Jenis dan Sumber data
Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil
wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap
memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas
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dalam tulisan ini, seperti polisi, pegawai di Pengadilan Negeri
Sungguminasa dan masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam
tertulis seperti buku, kamus, literatur perundang-undangan,
internet, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan
penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka
penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:
1.Penelitian Lapangan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data
berupa kuiesioner dan wawancara dengan polisi, pegawai Pengadilan
Negeri Sungguminasa dan masyarakat.
2. Penelitian kepustakaan (liberary research).
Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa
literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian,
pokok masalah, dan materi masalah.
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E. Analisis Data
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis
menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang
diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti
dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Nomor Putusan
05/Pid.B/2014/PN.SUNGGUMINASA
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan
memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum.
Pengadilan Negeri Sungguminasayang mengadili perkara-perkara pidana dengan
acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa, posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.Sungguminasa adalah sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Nama : SARIFUDDIN BIN DG.BIBO;
Tempat Lahir : Tarowang;
Umur / Tgl lahir : 30 Tahun / 06 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
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Pendidikan : SD tidak tamat;
2. Posisi Kasus
Awal kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar
pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013,
bertempat di rumah saksi korban IRMA binti HARIS yang terletak di Balangloe
Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada
tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa,
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni
saksi korban IRMA binti HARIS yang berumur 11 (sebelas) tahun sesuai Akta
Kelahiran Nomor 11215/IST/cs/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, untuk melakukan
persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:
Awalnya saksi korban sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba datang
Terdakwa mencari bapak saksi korban, karena tidak bertemu dengan bapak saksi
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korban, terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dari belakang sehingga
terjadi tarik menarik antara saksi korban dengan terdakwa, namun tenaga terdakwa
lebih kuat daripada saksi korban, hingga akhirnya terdakwa menarik tangan saksi
korban dan memaksa masuk ke kamar, setelah berada dalam kamar terdakwa
mencekik leher saksi korban dan mengancam akan dibunuh jika teriak. Selanjutnya
terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke dinding dan saksi korban terjatuh hingga
tak sadarkan diri. Disaat saksi korban tidak sadarkan diri, terdakwa langsung
mencium dan menggigit leher saksi korban kanan dan kiri secara bergantian, hingga
akhirnya terdakwa membuka celana yang dipakai dan celana milik saksi korban,
setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan ke alat kelamin
saksi korban sambil mendorong sebanyak lima kali hingga cairan mani terdakwa
keluar. Setelah melakukan akhirnya terdakwa meninggalkan saksi korban.
3. Dakwaan Penuntut Umum
Dalam kasus perbuatan kesusilaan ini, penuntut umum mendakwa terdakwa
dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap Orang;
Adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun tidak. Orang yang ingin melakukan kejahatan
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terhadap orang lain, sehingga melakukan perbuatan tersebut dengan
sendiri.
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
Adalah laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan isterinya
bersetubuh dengan dia, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani
tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau
dengan segala macam senjata, menyepak, dan menendang. Membuat
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Memaksa seseorang yang
bukan muhrimnya untuk berbuat kejahatan dan mengancamnya
dengan barang atau benda tajam yang dapat melukai dan mematikan si
korban. Ada pula orang yang tanpa berfikir, orang tersebut langsung
membunuh si korban apabila dia berani mengancam kembali si
tersangka tersebut.
3. Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau
Orang Lain;
Adalah perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat
dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Adanya peraduan
antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus
masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
Pemaksaan mana dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan. Laki-laki yang memakssa anak dibawah umur yang dalam
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keluarga adalah keponakan dan kemanakan laki-laki tersebut, karna
nafsu birahi laki-laki tersebut tidak bisa dibendung dengan fikiran dan
situasi kondisi yang memungkinkan laki-laki tersebut mengambil
tindakan dengan memaksa si korban dengan menyetubuhinya
layaknya suami istri.
4. Tuntutan oleh Penuntut Umum
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan
Negeri Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 dengan melihat
fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, petunjuk dan keterangan terdakwa,
maka penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara inii memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN Bin Dg. BIBO terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “,
dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 81 ayat (1)
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARIFUDDIN Bin
Dg.BIBO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi
selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua
ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
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3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar
celana panjang terbuat dari bahan kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar
baju kaos lengan panjang berwarna ungu putih motif Angry Bird
bertuliskan “SPACE” dan 1 (satu) lembar boxer celana boxer berwarna
hitam bertuliskan “LITTLE KRISHNA” Semua barang bukti tersebut
dikembalikan kepada saksi korban Irma binti Haris;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Amar Putusan
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai
berikut :
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN Bin Dg.BIBO dengan identitas
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan;”
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2. Menjatuhkan pidana pernjara terhadap Terdakwa SARIFUDDIN Bin Dg.
BIBO tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan
denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa
dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan
hukum tetap maka harus diganti dengan kurungan pengganti selama 6
(enam) bulan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya
dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar
celana panjang terbuat dari bahan kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar
baju kaos lengan panjang berwarna ungu putih motif Angry Bird
bertuliskan “SPACE” dan 1 (satu) lembar celana boxer berwarna hitam
bertuliskan “LITTLE KRISHNA” dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima
ribu rupiah);
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6. Analisis Penulis terhadap Penerapan Ketentuan Hukum
Pidana
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang Kesusilaan terhadap
Anak dibawah Umur. Dimana yang menjadi terdakwa adalah Sarifuddun Bin Dg.
Bibo telah terbukti melakukan kekerasan dan kesusilaan terhadap anak yang belum
berusia 18 tahun yaitu Irma binti Haris (13 tahun). Korban disini tidak lain adalah
tetangga korban, Ketentuan Pidana mengenai kekerasan dan kesusilaan terhadap anak
perempuan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam
KUHP yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
B. Pertimbangan Hakim Secara Formil Dalam Menjatuhkan Pidana
Terhadap Putusan Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Sungguminasa
Hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum
materiil. dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara
mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.
Memberikan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menuntut
keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini
hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian faktor-faktor yang ada
dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan
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suatu keputusan tidak menyinggung dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak
asasi yang dimliki oleh terdakwa.
Advokat dari terdakwa sudah memberikan penjelasan yang sudah sesuai
menurut kelakuan dari terdakwa tersebut, Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan
perbuatan yang dia lakukan terhadap korban bernama Irma Bin Dg.Bibo. Dalam
sidang tersebut, keluarga si korban tidak menerima putusan yang diberikan kepada si
terdakwa. Akibatnya si korban merasa sangat dikucilkan dalam lingkungan
sekitarnya, mendapatkan perlakuan tidak baik dengan lingkungannya, trauma dengan
kejadian tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian
mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
Adapun unsur-unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah dakwaan kedua Pasal 81
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta
yang terungkap dimuka persidangan berupa;
a. Keterangan saksi Irma
b. Alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara
atas nama Irma binti Haris Nomor: 04/VER/x/2013/Rumkit tertanggal
08 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Mauluddn, M.Sp.F,
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dokter forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara yang telah melakukan
pemeriksaan pada saksi korban.
c. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan
keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain yang
menyangkut perbuatan terdakwa.
Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Ad.1.Unsur Setiap Orang;
Pengertian barangsiapa disini “setiap orang” adalah manusia/orang yang
sebagai subjek hukum, korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh
Undang-Undang Pidana atau secara adequat menyebabkan timbulnya keadaan yang
dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu
secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan
hukum.
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa telah
terjadi kejadian perkosaan yang dialami saksi korban IRMA Binti HARIS pada hari
Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 10.00 wita di rumah orang tua saksi
korban di Jl. Balangloe, Lingkungan Kareta, Kel. Sapaya, Kec. Bungaya, Kab. Gowa.
Sebagai pelaku kejadian tersebut adalah seorang laki-laki bernama SARIFUDDIN
Bin Dg. BIBO. Terdakwa tersebut adalah seorang pria dewasa yang sehat jasmani
maupun rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan semua
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perbuatannya di depan hukum. Selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan
pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan
pembenar.
Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan;
Bahwa pengertian Sengaja merupakan unsur-unsur penentu yang dapat
dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur
kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja
sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja
sebagai kemungkinan.
Adapun yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan” adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang
mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan
pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis.
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau
luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
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ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 1 angka 1 jo
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7).
Ad.3. Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau
Orang Lain;
Bahwa yang dimaksud dengan ‘memaksa’ adalah melakukan tindakan
sedemikian rupa sehingga seseorang melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya
tidak dkehendakinya aatau bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut dalam
hal ini kehendak dan keinginan Anak.
Berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah memaksa
melakukan persetubuhan kepada korban, yaitu pada saat kejadian saksi korban sedang
berada di rumah sendirian, tiba-tiba datang Terdakwa Sarifuddin mencari orangtua
saksi korban. Terdakwa Sarifuddin (Dg.Bibo) langsung menarik tangan kanan saksi
dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dari belakang. Kemudian Terdakwa
menarik saksi menuju ke kamar, Terdakwa memegang leher sambil mengancam
membunuh saksi apabila saksi berteriak. Terdakwa menciumi leher saksi korban dan
meremes-remes payudaranya. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya
kedalam kemaluan saksi korban. Setelah kemaluannya masuk, kemudian terdakwa
menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak kurang lebih lima kali sampai terdakwa
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mengeluarkan air sprema. Saksi melihat ada cairan sprema dan bercak darah  pada
celana dalam saksi tersebut.
Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka
terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan
perbuatan dan kesalahannya itu.
Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai
berikut :
Hal-Hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi moral masyarakat dan
merusak generasi penerus bangsa khususnya masa depan saksi korban
IRMA Binti HARIS;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kekerasan dengan kekerasan
yang seriues dan dapat berpengaruh pada kondisi fisik Anak, karena
Anak tersebut sempat dicekiklalu didorong ke dinding dan tidak
sadarkan diri;
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3. Terdakwa sudah beristri yang seharusnya dapat mencegah dan
menghindarkannya dari hubungan badan dengan orang lain untuk
menyalurkan hasrat biologisnya;
Hal-hal yang meringankan :
1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam
persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak
mengulanginya lagi di kemudian hari;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
1. Pengertian Saksi
Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai
suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka. Misalnya, penglihatan,
pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-
pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang
melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering
dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses
peradilan, saksi orang pertama yang mengetahui kejadian perkara yang terjadi pada
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saat itu, menjadi seorang saksi tidak gampang dan mudah karna saksi seseorang yang
betul-betul mengetahui peristiwa kejadian tersebut. 1
2. Barang Bukti
Barang bukti adalah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang
berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak
pidana yang terjadi.
Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban
penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan
itu dengan alat bukti yang lain.2






1 Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
2 Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.275
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C. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil
1.Pengertian Sumber Hukum Secara Materiil
Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan
yang berwujud perintah dan larangan. Hakim memberikan sanksi yang seberat-
beratnya terhadap si terdakwa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak
dibawah umur, yang belum mengetahui apa yang dilakukan terdakwa kepada si
korban.
Sumber hukum materiil yang terpenting adalah kesadaran hukum warga
masyarakat dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan. Menuliskan
bahwa kesadaran hukum merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi
berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik dan
sebagainya. Pandangan ini selalu brubah, oleh karena hukumpun selalu berubah juga.
Konsekuensinya ialah baahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku
objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.3
Kesadaran hukum adalah suatu kategori, berupa pengertian yang prioristis
umum tertentu dalam hidup kejiwaan seseorang yang menyebabkan seseorang dapat
memisahkan antara hukum dan “tidak hukum” (kejahatan atau pelanggaran yang
tidak berbeda dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk,Kultur hukum tidak lain
3 Prof.Dr.Achmad Ali,SH,M.H.,suatu kajian filosofis dan sosiologis., (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung,
2002),  Hal:106-109.
51
merupakan tuntutan yang datangnya dari warga masyarakat atau pemakai jasa hukum.
Sekalipun telah ada pengaturan hukum positif tentang suatu persoalan hukum, namun
jika tidak sesuai dengan tuntutan warga masyarakat, hukum positif itu tidak mungkin
efektif. Banyak contoh yang dapat kita temukan dalam praktek hukum di Indonesia.
2.Pengertian Pengakuan
Pengakuan adalah bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktin
yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan
pembuktian yang “menentukan”  atau bukan beslissende bewijs kracht.4
Undang-undang yang terdapat dalam skripsi ini, Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang yang
membahas tentang perlindungan anak, dari segi Psikis dan perkembangan anak dari
sejak lahir hingga anak berusia 17 tahun.5 Anak yang masih berusia dini, sangat
memerlukan perhatian, kasih sayang, dan pelajaran yang baik kepada keduaorang tua
anak tersebut. Dimana posisi orangtua sangat penting dalam perkembangan anaknya,
harus lebih ekstra menjaga dan melindungi dari orang-orang yang ingin berbuat jahat
terhadap mereka. Tidak lupa pula anak mempunyai hak untuk bersekolah, maka
orangtua harus memberikan pendidikan yang bagus dan menjamin terhadap anak
mereka.
4 Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
52
D. Komentar Penulis
Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber
yang berkompeten dalam perkara ini. Maka penulis berkesimpulan bahwa dakwaan
penuntut umum yang menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pasal 81 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun
dalam putusan perkara hakim menerapkan Pasal 81 ayat (1) sehingga penjatuhan
pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
terdakwa dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dan penjatuhan hukuman
terhadap terdakwa dari penuntut umum. Agar Anak yang dibawah umur mendapatkan
perlindungan yang lebik baik , dalam hukum maupun diluar dalam pergaulan. Untuk
anak yang menjadi korban kesusilaan untuk tidak trauma dan tidak ada rasa di
gunjingkan kepada teman-teman maupun orang disekitarnya.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Selain itu
kejadian-kejadian tersebut tidak lagi terulang. Bila perlu pemerintah melakukan
pembinaan terhadap para pelaku, agar kekerasan seksual yang dilakukannya pada
anak tidak diulanginya lagi dikemudian hari.
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum
dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum
mampu bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja
serta tidak ada alasaan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang
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berisikan sanksi pemidanaan sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk






1. Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak yang didakwaan kepada terdakwa sudah
tepat berdasarkan dakwaan kesusilaan, dikarenakan unsur-unsur sudah
di dalam dakwaan sudah terpenuhi seperti ....... Adapun fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan mendukung unsur dakwaan,
seperti  alat bukti saksi, alat bukti surat (visum et repertum) serta
pengakuan terdakwa sehingga tuntutan yang diputuskan oleh Majelis
hakim sudah tepat.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002  tentang
perlindungan anak dalam perkara Nomor
05/Pid.B/2014.Pn.Sungguminasa masih diberlakukan karena
sosialisasi untuk undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan
uu 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maksimal 2 tahun,
sehingga Hakim masih menggunakan Undang-Undang No 23 tahun
2002 sebagai sumber hukum materiil
55
A. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Hakim haruslah memperhatikan semua fakta yang
terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim memutuskan
dengan tepat sesuai dengan pasal yang didakwakan.
2. Walaupun sosialisasi undang-undang terbaru maksimal 2 tahun namun
Majelis Hakim harusnya memakai Undang-Undang terbaru sesuai
dengan asas in dubio pro reo.
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